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Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Global Minimum Tax (GMT) dari perspektif perpajakan internasional dengan
menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak 60 artikel ilmiah terindeks yang dipublikasikan antara tahun
2021 hingga 2026 dianalisis secara sistematis dengan mengikuti pedoman PRISMA. Tinjauan ini berfokus pada tema-tema utama yang
berkaitan dengan efektivitas GMT dalam mengurangi praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dampaknya terhadap
penerimaan pajak global, kompleksitas regulasi, serta tantangan administratif dalam implementasinya. Hasil sintesis menunjukkan
bahwa sebagian besar penelitian menyoroti potensi GMT dalam membatasi praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional serta
memperkuat tata kelola perpajakan internasional melalui peningkatan koordinasi antarrnegara. Namun demikian, literatur juga
mengidentifikasi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kapasitas administrasi perpajakan antar yurisdiksi serta kompleksitas
kerangka regulasi yang harus dihadapi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dengan menyajikan
sintesis yang terstruktur dari penelitian yang ada, serta memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan
perpajakan global yang efektif dalam sistem perpajakan internasional yang terus berkembang.

Kata Kunci:  Global Minimum Tax, Tata Kelola Perpajakan Internasional, Base Erosion and Profit Shifting, Perusahaan
Multinasional, Systematic Literature Review

Global Minimum Tax Implementation From An International Tax Perspective: A Systematic Literature Review

Abstract. This study examines the implementation of Global Minimum Tax (GMT) from an international tax perspective using a
Systematic Literature Review (SLR) approach. A total of 60 peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were
systematically analyzed following the PRISMA guidelines. The review focuses on key themes related to the effectiveness of GMT in
reducing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), its impact on global tax revenues, regulatory complexity, and administrative
challenges in implementation. The synthesis indicates that most studies highlight the potential of GMT to limit profit shifting by
multinational enterprises and strengthen international tax governance through greater coordination among countries. However, the
literature also identifies several challenges, including differences in tax administration capacity across jurisdictions and the complexity
of regulatory frameworks. This study contributes to the literature by providing a structured synthesis of existing research and offering
insights for policymakers in designing effective global tax policies within the evolving international tax system.

Keywords: Global Minimum Tax, International Tax Governance, Base Erosion and Profit Shifting, Multinational Enterprises,
Systematic Literature Review.

I. PENDAHULUAN

Pajak internasional memiliki peran fundamental dalam menjaga stabilitas penerimaan negara di tengah meningkatnya
integrasi ekonomi global (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Globalisasi dan digitalisasi
ekonomi memungkinkan perusahaan multinasional mengalokasikan aktivitas bisnis serta laba mereka lintas yurisdiksi dengan
struktur yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menciptakan tantangan baru bagi sistem perpajakan internasional, khususnya
terkait praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang memungkinkan perusahaan memindahkan laba ke negara dengan
tarif pajak yang lebih rendah. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan fiskal yang signifikan karena berkurangnya basis
pajak domestik yang seharusnya menjadi sumber utama penerimaan negara (Hebous & Keen, 2023; Janeba & Schjelderup, 2023).

OPEN;‘:’_‘;\ACCESS - 501 -


http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366
https://doi.org/10.33751/jmp.v14i1.75

Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 14, No. 01, 2026, Page 501 — 514
https://jmp-unpak.id/index.php/jmp e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296

Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan

Besarnya potensi kerugian penerimaan pajak akibat praktik BEPS telah menjadi perhatian serius dalam literatur perpajakan
internasional. Berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional
menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Estimasi tersebut
menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak lintas negara tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga memberikan
tekanan fiskal yang signifikan bagi negara berkembang (OECD, 2020). Gambaran mengenai besarnya potensi kerugian
penerimaan pajak global akibat praktik BEPS dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Estimasi Kerugian Penerimaan Pajak Global Akibat Praktik BEPS

No Jenis Praktik Estimasi Kerugian Sumber
Penghindaran Pajak Pajak per Tahun

1 Pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah USD 100-240 miliar OECD (2020)

2 Pemanfaatan fax haven oleh perusahaan multinasional + USD 200 miliar OECD (2020)

3 Manipulasi transfer pricing USD 90—150 miliar IMF (2021)

4 Struktur perusahaan cangkang dan profit shifting + USD 150 miliar UNCTAD (2022)

Sumber : Data diolah, 2026

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa praktik BEPS menyebabkan kerugian penerimaan pajak global dalam jumlah yang
sangat besar setiap tahunnya. OECD memperkirakan bahwa praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dapat
mengurangi penerimaan pajak perusahaan global hingga antara USD 100 hingga USD 240 miliar per tahun. Kondisi ini
menunjukkan bahwa sistem perpajakan internasional menghadapi tantangan serius dalam menjaga keadilan dan efektivitas
pemajakan di era globalisasi ekonomi (OECD, 2020).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, OECD bersama G20 melalui kerangka Inclusive Framework on BEPS
memperkenalkan reformasi perpajakan global yang dikenal dengan Two-Pillar Solution (Maunoury & Bouchacourt, 2025; Dyrda
et al., 2024; Mpofu, 2022). Pilar Dua dalam reformasi tersebut menetapkan kebijakan global minimum tax (GMT) dengan tarif
efektif minimum sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet global tertentu. Kesepakatan ini dicapai pada
tahun 2021 dan mulai diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2024 di berbagai yurisdiksi. Kebijakan ini bertujuan untuk
membatasi kompetisi tarif pajak antarnegara serta memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar tingkat pajak
minimum atas laba yang mereka peroleh secara global (Beljic et al., 2023; Glavaski et al., 2023).

Meskipun secara normatif dirancang untuk meningkatkan keadilan fiskal global, implementasi global minimum tax juga
menghadirkan berbagai tantangan teknis dan institusional (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022).
Kompleksitas aturan seperti Income Inclusion Rule (IIR) dan Undertaxed Payments Rule (UTPR) memerlukan kapasitas
administrasi perpajakan yang memadai di setiap negara. Selain itu, terdapat perdebatan dalam literatur mengenai dampak
kebijakan ini terhadap kedaulatan fiskal negara, daya tarik investasi asing, serta strategi perencanaan pajak perusahaan
multinasional. Negara berkembang secara khusus menghadapi tantangan tambahan dalam menyesuaikan regulasi domestik
mereka dengan standar perpajakan global yang baru (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait efektivitas dan implikasi kebijakan global
minimum tax. Sebagian studi menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak global serta
mengurangi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan multinasional (Mansour, 2026; Algatan et al., 2025; Pavlou et
al., 2025). Namun, penelitian lain mengidentifikasi kemungkinan munculnya distorsi ekonomi, peningkatan biaya kepatuhan bagi
perusahaan, serta distribusi manfaat kebijakan yang tidak merata antarnegara. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa
literatur mengenai implementasi global minimum tax masih berkembang dan memerlukan sintesis yang lebih komprehensif untuk
memperoleh pemahaman yang lebih terintegrasi (Andrejovska & Glova, 2025; Mitroulia ef al., 2025).

Berdasarkan adanya variasi perspektif dan temuan empiris tersebut, diperlukan kajian sistematis yang mampu
mengidentifikasi pola penelitian, kesenjangan literatur, serta implikasi kebijakan dari implementasi global minimum tax dalam
perspektif pajak internasional. Pendekatan Systematic Literature Review (SLR) memungkinkan proses penelaahan literatur
dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis
berbagai perspektif akademik terkait implementasi global minimum tax serta memberikan kontribusi konseptual dan rekomendasi
kebijakan dalam kerangka penguatan tata kelola perpajakan global yang berkelanjutan.

Agency Theory

Agency theory merupakan salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan dalam literatur ekonomi dan akuntansi untuk
menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent) (Mahouat et al., 2026; Habib et al.,
2024; Khandelwal et al., 2023). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian
dalam perusahaan modern dapat menimbulkan konflik kepentingan karena manajer memiliki akses informasi yang lebih luas
dibandingkan pemilik modal. Kondisi ini memunculkan masalah asimetri informasi yang berpotensi mendorong perilaku
oportunistik manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024).

Dalam konteks perpajakan internasional, agency theory menjelaskan bahwa manajemen perusahaan multinasional memiliki
insentif untuk melakukan strategi perencanaan pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan (Sharaf et al., 2026; Putri et
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al., 2024; Demko et al., 2023) . Strategi tersebut sering dilakukan melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih
rendah atau melalui struktur perusahaan lintas negara yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi global minimum tax (GMT)
dapat dipahami sebagai mekanisme regulasi yang bertujuan membatasi peluang penghindaran pajak agresif serta memperkuat tata
kelola perpajakan internasional dengan mengurangi konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen (Li & Cheng,
2024; Kyove et al., 2021).

International Tax Governance

International tax governance merujuk pada mekanisme koordinasi dan kerja sama antarnegara dalam mengatur sistem
perpajakan lintas yurisdiksi (Fortea, 2025; Caetano et al., 2022; Mu et al., 2022). Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi,
kebijakan perpajakan suatu negara tidak dapat lagi dirancang secara sepihak tanpa mempertimbangkan implikasi terhadap negara
lain. Oleh karena itu, tata kelola pajak internasional berkembang sebagai upaya kolektif untuk mengatasi berbagai tantangan
seperti penghindaran pajak lintas negara, erosi basis pajak, serta kompetisi tarif pajak antarnegara (Abidar ef al., 2025; Angeliki
& Thomas, 2025).

Organisasi internasional seperti OECD dan G20 memainkan peran penting dalam membentuk kerangka tata kelola
perpajakan global melalui berbagai inisiatif kerja sama, termasuk Inclusive Framework on BEPS (Montenegro, 2021; Zhao et al.,
2021; Raluca & Popescu, 2020). Melalui kerangka tersebut, negara-negara berpartisipasi dalam merumuskan standar perpajakan
internasional yang lebih transparan dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, global minimum tax dipandang sebagai instrumen
kebijakan yang memperkuat koordinasi fiskal global sekaligus menjadi bagian dari evolusi sistem tata kelola perpajakan
internasional (Demidova ef al., 2024; Kubi ef al., 2021).

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) merujuk pada praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dari
yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau tanpa pajak (Delis et al., 2025; Roggeman ef al.,
2025; Bernardo & Jansky, 2024). Praktik ini umumnya dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti manipulasi transfer pricing,
penggunaan perusahaan cangkang, pengaturan struktur pembiayaan internal, serta pengalihan hak kekayaan intelektual ke negara
dengan rezim pajak yang lebih ringan. OECD mengidentifikasi BEPS sebagai salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan
internasional karena praktik tersebut dapat mengurangi basis pajak dan penerimaan negara secara signifikan (Teles ef al., 2024;
Litzman et al., 2023).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD bersama G20 meluncurkan inisiatif global yang dikenal sebagai BEPS
Project (Martini et al., 2025; Hemling et al., 2022; Rossing & Pearson, 2022). Program ini bertujuan meningkatkan transparansi
perpajakan, memperkuat koordinasi antarnegara, serta membatasi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan
multinasional. Salah satu perkembangan penting dari inisiatif ini adalah diperkenalkannya reformasi perpajakan global melalui
Two-Pillar Solution, di mana Pilar Dua memperkenalkan konsep global minimum tax untuk memastikan bahwa perusahaan
multinasional membayar tingkat pajak minimum atas laba yang mereka peroleh secara global (Kenc & Cevik, 2024; Maebayashi
& Morimoto, 2024).

Global Minimum Tax

Global minimum tax merupakan bagian dari reformasi perpajakan internasional yang bertujuan menciptakan sistem
perpajakan global yang lebih adil dan transparan (Souillard, 2022). Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi praktik penghindaran
pajak lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi
(Buettner & Pochnlein, 2024; Quadrini, 2024). Melalui kerja sama dalam kerangka Inclusive Framework on BEPS, OECD
bersama G20 menyepakati penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen bagi perusahaan multinasional dengan omzet
konsolidasi tertentu yang beroperasi di berbagai negara (Shimamoto, 2024; Janeba & Schjelderup, 2023).

Kerangka global minimum tax mengandalkan beberapa instrumen utama untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan
secara efektif, di antaranya Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payments Rule (UTPR), dan Subject to Tax Rule (STTR)
(Blouin et al., 2025; Lassmann et al., 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan bahwa
laba perusahaan multinasional tetap dikenakan pajak minimum di berbagai yurisdiksi serta memberikan perlindungan bagi negara
sumber dalam memungut pajak atas transaksi lintas negara tertentu. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu
memperkuat stabilitas sistem perpajakan global dan mengurangi praktik pengalihan laba secara agresif (Harris & Brien, 2025;
Langenmayr & Liu, 2023).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada pedoman
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan
menganalisis secara sistematis berbagai penelitian yang relevan mengenai implementasi global minimum tax dalam konteks
perpajakan internasional. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan evaluasi literatur dilakukan
secara transparan, terstruktur, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel ilmiah
yang terindeks dalam basis data akademik bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science (WoS), dan Emerald Insight, yang dikenal
memiliki kredibilitas akademik tinggi dalam bidang perpajakan internasional, kebijakan fiskal, dan tata kelola perpajakan global.
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Sejalan dengan sumber data tersebut, sebagian besar artikel yang dianalisis merupakan publikasi yang terindeks Scopus,
mulai dari kuartil Q1 hingga Q4, serta didukung oleh jurnal internasional bereputasi lainnya yang relevan dengan topik Global
Minimum Tax, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta tata kelola perpajakan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa
isu mengenai reformasi perpajakan global telah menjadi perhatian yang signifikan dalam literatur akademik internasional.
Meningkatnya praktik profit shifting yang dilakukan oleh perusahaan multinasional mendorong berbagai penelitian untuk
mengkaji efektivitas kebijakan pajak global dalam mengurangi praktik penghindaran pajak lintas negara serta menciptakan sistem
perpajakan internasional yang lebih adil dan transparan.

Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi literatur dalam penelitian ini dilakukan melalui
beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik
penelitian, antara lain “Global Minimum Tax”, “Pillar Two”, “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”, “International Tax
Governance”, dan “Multinational Tax Planning”. Tahap kedua adalah peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak,
tahun publikasi, serta kesesuaian substansi penelitian dengan fokus kajian mengenai implementasi global minimum tax dalam tata
kelola perpajakan internasional. Tahap ketiga adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap isi artikel untuk memastikan
kesesuaiannya dengan kriteria inklusi (inclusion criteria) yang telah ditetapkan, termasuk relevansi topik penelitian, kejelasan
metodologi, serta kontribusi penelitian terhadap pemahaman mengenai reformasi perpajakan global.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, penelitian ini menganalisis artikel jurnal yang dipublikasikan pada periode 2021—
2026 dengan fokus pada reformasi perpajakan global, implementasi Global Minimum Tax, serta implikasinya terhadap tata kelola
perpajakan internasional. Mengacu pada kerangka PRISMA, dari 4.250 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal pencarian
literatur, proses penyaringan berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak menghasilkan 1.780 artikel yang dinilai relevan dengan
topik penelitian. Selanjutnya, melalui proses evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan relevansi metodologis, diperoleh
60 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis secara lebih mendalam.

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar 1 menunjukkan tahapan seleksi artikel penelitian yang dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan
PRISMA, dimulai dari proses identifikasi literatur, penyaringan duplikasi, penelaahan abstrak, hingga penilaian kelayakan
berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari proses tersebut, diperoleh 60 artikel utama yang paling relevan untuk
digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Artikel-artikel terpilih tersebut berasal dari berbagai jurnal internasional
bereputasi dan mencerminkan beragam perspektif penelitian mengenai implementasi global minimum tax dalam sistem
perpajakan global.

III. HASIL PENELITIAN

Distribusi indeks jurnal menunjukkan bahwa sebagian besar artikel dalam kajian global minimum tax (GMT) berasal dari
jurnal bereputasi tinggi dengan kualitas yang sangat baik. Dari total artikel yang dianalisis, sebanyak 53 artikel (88,30%) terindeks
Scopus Q1 sebagai kategori tertinggi, diikuti oleh Scopus Q2 sebanyak 4 artikel (6,70%), Scopus Q3 sebanyak 2 artikel (3,30%),
dan Scopus Q4 sebanyak 1 artikel (1,70%). Proporsi ini menegaskan bahwa literatur yang digunakan didominasi oleh sumber
ilmiah yang kredibel, berpengaruh, dan memiliki standar akademik yang ketat, sehingga memperkuat validitas dan keandalan
hasil kajian.
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Tabel 2. Distribusi Indeks Jurnal

Indeks Jurnal Jumlah Artikel Persentase
Scopus Q1 53 88,30%
Scopus Q2 4 6,70%
Scopus Q3 2 3,30%
Scopus Q4 1 1,70%

Total 60 100%

Distribusi negara penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai global minimum tax (GMT) didominasi oleh negara-
negara maju. Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar dengan persentase sebesar 15,0%, diikuti oleh Jerman dan United
Kingdom yang masing-masing menyumbang 10,0%, serta berbagai negara lain di kawasan Eropa, Asia, dan wilayah lainnya
dengan kontribusi yang relatif lebih kecil. Sebaran ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait GMT telah berkembang secara
luas di tingkat internasional, meskipun masih terkonsentrasi pada negara dengan kapasitas riset dan sistem perpajakan yang lebih
maju.

Tabel 3. Distribusi Negara Penelitian

Negara Jumlah Artikel Persentase
Amerika Serikat 9 15%
Jerman 6 10%
Inggris (United Kingdom) 6 10%
Swiss 5 8%
Belanda (Netherlands) 5 8%
Prancis 3 5%
Italia 3 5%
Irlandia 3 5%
Indonesia 5 8%
China 3 5%
India 3 5%
Nigeria 1 2%
Kenya 1 2%
Australia 3 5%
Kanada 1 2%
Korea Selatan 1 2%
Selandia Baru 1 2%

Total 60 100%

Distribusi metode penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan metode yang paling dominan
digunakan dalam kajian global minimum tax (GMT), dengan jumlah 33 artikel (55,0%). Selanjutnya, metode literature review
atau systematic review digunakan dalam 14 artikel (23,3%), diikuti oleh pendekatan kualitatif sebanyak 9 artikel (15,0%), serta
metode campuran (mix method) sebanyak 4 artikel (6,7%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa penelitian GMT cenderung
dianalisis melalui pendekatan empiris yang berbasis data, serta diperkuat dengan kajian literatur yang komprehensif untuk
memahami perkembangan dan dinamika kebijakan secara lebih mendalam.
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Tabel 4. Distribusi Metode Penelitian

Metode Penelitian Jumlah Artikel Persentase
Kuantitatif 33 55%
Kualitatif 9 15%
Literature Review 14 23%
Mix Method 4 7%

Total 60 100%

Distribusi sektor penelitian menunjukkan bahwa fokus utama kajian global minimum tax (GMT) berada pada perusahaan
multinasional (MNEs), dengan jumlah 30 artikel (50,0%), diikuti oleh topik kebijakan perpajakan internasional sebanyak 15
artikel (25,0%). Selain itu, sejumlah penelitian juga membahas sektor lain seperti ekonomi digital, investasi asing langsung (FDI),
serta keuangan publik, meskipun dengan proporsi yang relatif lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian utama penelitian
GMT masih terpusat pada implikasi terhadap MNEs dan kerangka kebijakan perpajakan global, sementara sektor lainnya menjadi
pelengkap dalam memahami dampak yang lebih luas.

Tabel 5. Distribusi Sektor Penelitian

Sektor yang Diteliti ‘Z_I::Lael; Persentase
Multinational Enterprises (MNEs) / Corporate Sector 30 50%
International Tax Policy / Cross-country Tax System 15 25%
Digital Economy / Digital Business 6 10%
Foreign Direct Investment (FDI) / Investment Climate 5 8%
Public Finance / Government Revenue 4 7%
Total 60 100%

Distribusi hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menyimpulkan bahwa penerapan global minimum
tax (GMT) berpotensi meningkatkan penerimaan pajak negara sekaligus mengurangi praktik pengalihan laba (profit shifting),
sebagaimana tercermin dalam 23 artikel (38,3%). Temuan ini mengindikasikan bahwa GMT dapat menjadi instrumen yang efektif
dalam memperkuat basis pajak dan menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil. Namun demikian, sejumlah penelitian
lain menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada desain kebijakan,
tingkat kesiapan institusional, serta karakteristik ekonomi masing-masing negara. Selain itu, berbagai studi juga menyoroti bahwa
implementasi GMT dapat memengaruhi keputusan investasi perusahaan, terutama dalam menentukan lokasi investasi dan strategi
bisnis lintas negara. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi perpajakan internasional yang kuat
untuk memastikan efektivitas kebijakan, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi, seperti perbedaan regulasi
domestik, kapasitas administrasi pajak, dan potensi munculnya celah kebijakan baru di berbagai yurisdiksi.

Tabel 6. Hasil Penelitian Utama

Hasil Penelitian Utama Jun}lah Persentase
Artikel
GMT meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi profit shifting. 23 38.30%
Dampak GMT bersifat campuran tergantung desain kebijakan. 16 26.70%
GMT memperkuat koordinasi pajak internasional. 9 15.00%
GMT mempengaruhi FDI dan daya saing negara. 7 11.70%
Implementasi GMT menghadapi tantangan hukum dan administrasi di berbagai yurisdiksi. 5 8.30%
Total 60 100%

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa global minimum tax (GMT) berpotensi meningkatkan penerimaan
pajak negara sekaligus menekan praktik profit shifting yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional. Selain
itu, kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat koordinasi perpajakan internasional melalui harmonisasi aturan dan
peningkatan kerja sama antarnegara, serta memberikan dampak terhadap arus investasi dan tingkat daya saing suatu negara dalam
menarik modal asing. Di sisi lain, penerapan GMT juga dapat mendorong perubahan strategi bisnis perusahaan dalam menentukan
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lokasi investasi dan struktur operasionalnya. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan,
baik dari aspek hukum maupun administrasi, seperti perbedaan sistem perpajakan domestik, keterbatasan kapasitas otoritas pajak,
serta kompleksitas dalam penerapan aturan di berbagai yurisdiksi yang memiliki karakteristik ekonomi dan regulasi yang berbeda.
1. Kerangka Teoritis dalam Studi Global Minimum Tax

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian mengenai global minimum tax (GMT) menggunakan beragam teori untuk
menjelaskan perilaku perusahaan multinasional, persaingan tarif pajak antarnegara, serta respons kelembagaan dan kebijakan
dalam tata kelola perpajakan internasional. Kajian ini umumnya berfokus pada praktik profit shifting, tax avoidance, kompetisi
pajak, dan koordinasi kebijakan fiskal global, sehingga teori yang digunakan tidak hanya berasal dari perpajakan, tetapi juga dari
ekonomi, tata kelola, dan studi organisasi.

Secara umum, teori yang paling sering muncul dalam studi GMT adalah agency theory, karena teori ini relevan untuk
menjelaskan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional dalam meminimalkan beban pajak demi memaksimalkan laba
setelah pajak. Selain itu, literatur juga banyak menggunakan tax competition theory, institutional theory, game theory, political
economy theory, optimal tax theory, public choice theory, serta beberapa teori lain yang telah lama digunakan dalam studi
perpajakan internasional, investasi asing, dan perilaku korporasi.

Tabel 7. Distribusi Teori Penelitian

Teori Jumlah Artikel Persentase
Agency Theory 12 20%
Tax Competition Theory 9 15%
Institutional Theory 7 12%
Game Theory 5 8%
Political Economy Theory 5 8%
Optimal Tax Theory 4 7%
Public Choice Theory 4 7%
Deterrence Theory 3 5%
Capital Mobility Theory 3 5%
Stakeholder Theory 2 3%
Legitimacy Theory 2 3%
Eclectic Paradigm (OLI) 2 3%
Transaction Cost Economics 1 2%
Internalization Theory 1 2%

Total 60 100%

Berdasarkan tabel tersebut, agency theory menjadi pendekatan yang paling dominan dengan 12 artikel (20,0%). Hal ini
menunjukkan bahwa banyak penelitian melihat isu global minimum tax (GMT) dari perspektif konflik kepentingan antara pemilik
dan manajemen perusahaan, terutama dalam praktik tax planning dan profit shifting. Dalam konteks ini, GMT dipahami sebagai
instrumen untuk membatasi perilaku oportunistik perusahaan multinasional serta meningkatkan transparansi perpajakan.

Selain itu, tax competition theory dan institutional theory juga sering digunakan untuk menjelaskan persaingan tarif pajak
antarnegara dan pengaruh lingkungan kelembagaan terhadap implementasi GMT. Teori lain seperti game theory, political
economy theory, optimal tax theory, public choice theory, capital mobility theory, dan eclectic paradigm (OLI) membantu
menjelaskan dinamika kebijakan pajak global serta respons perusahaan multinasional terhadap perubahan rezim perpajakan
internasional.

2. Global Minimum Tax dalam Perspektif Tata Kelola Pajak Internasional

Global minimum tax dipandang sebagai reformasi penting dalam tata kelola perpajakan internasional yang bertujuan
mengatasi praktik penghindaran pajak lintas negara oleh perusahaan multinasional. Dalam perspektif agency theory, perusahaan
sebagai agen cenderung memaksimalkan kepentingan pemegang saham melalui strategi perencanaan pajak agresif, termasuk
pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah (Sharaf et al., 2026; Putri et al., 2024; Demko et al., 2023). Kecenderungan ini
berkaitan dengan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemilik dan manajemen sebagaimana dijelaskan dalam teori
keagenan (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024). Oleh karena itu, GMT dirancang sebagai mekanisme koordinasi global
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yang bertujuan membatasi praktik oportunistik tersebut sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem
perpajakan internasional (Cahyadini ef al., 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022).

Dalam kerangka tata kelola pajak global, penerapan GMT mencerminkan upaya kolektif negara-negara untuk mengurangi
fragmentasi sistem perpajakan internasional. Inisiatif ini berkembang melalui Inclusive Framework on Base Erosion and Profit
Shifting yang diprakarsai OECD bersama G20 sebagai respons terhadap tantangan mobilitas laba dan modal lintas yurisdiksi
(Maunoury & Bouchacourt, 2025; Dyrda et al., 2024; Mpofu, 2022). Literatur mengenai international tax governance
menegaskan bahwa dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, kebijakan perpajakan nasional tidak dapat dirancang secara
sepihak tanpa mempertimbangkan implikasinya terhadap negara lain (Fortea, 2025; Caetano et al., 2022; Mu et al., 2022). Dalam
konteks tersebut, GMT dipahami sebagai instrumen yang memperkuat koordinasi fiskal global dan menjadi bagian dari evolusi
tata kelola pajak internasional yang lebih terstandar (Demidova et al., 2024; Kubi et al., 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan pajak melalui tarif minimum global berpotensi menekan
praktik kompetisi tarif pajak yang selama ini mendorong negara menurunkan tarif pajak perusahaan untuk menarik investasi
internasional (Beljic ef al., 2023; Glavaski ef al., 2023). Dengan membatasi ruang kompetisi tarif yang agresif, GMT diharapkan
dapat menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil serta mengurangi insentif perusahaan multinasional untuk
memanfaatkan celah antar-yurisdiksi (Buettner & Poehnlein, 2024; Quadrini, 2024). Dalam perspektif ini, tata kelola pajak
internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas penerimaan
negara di tengah meningkatnya integrasi ekonomi global (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022).

Meskipun demikian, implementasi GMT memunculkan perdebatan mengenai distribusi kewenangan dalam sistem
perpajakan internasional. Sebagian studi menilai bahwa harmonisasi kebijakan pajak global dapat meningkatkan stabilitas fiskal
dan mengurangi praktik penghindaran pajak agresif oleh perusahaan multinasional (Mansour, 2026; Alqatan et al., 2025; Pavlou
et al.,2025). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa dampak kebijakan ini tidak seragam karena dipengaruhi oleh perbedaan
karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan struktur kelembagaan antarnegara (Andrejovska & Glova, 2025; Mitroulia et al.,
2025). Negara berkembang secara khusus menghadapi keterbatasan ruang kebijakan fiskal ketika harus menyesuaikan regulasi
domestik dengan standar perpajakan global yang baru (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Perbedaan regulasi perpajakan antarnegara juga mempengaruhi bagaimana GMT diterapkan dalam sistem hukum domestik.
Literatur menunjukkan bahwa negara dengan kerangka regulasi yang lebih kuat dan sistem administrasi pajak yang lebih maju
cenderung lebih siap mengadopsi standar global tersebut, sedangkan negara dengan kapasitas institusional terbatas menghadapi
tantangan adaptasi yang lebih besar (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022). Secara keseluruhan, literatur
akademik mengindikasikan bahwa GMT merupakan instrumen penting dalam evolusi tata kelola perpajakan internasional, tetapi
efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas institusional, struktur ekonomi, dan kesiapan regulasi domestik masing-masing
negara (Abidar et al., 2025; Angeliki & Thomas, 2025). Dengan demikian, implementasi GMT memerlukan keseimbangan antara
harmonisasi fiskal global dan penghormatan terhadap kedaulatan fiskal nasional.

3. Efektivitas Global Minimum Tax dalam Mengurangi BEPS

Literatur mengenai global minimum tax secara luas menyoroti perannya dalam membatasi praktik Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS), yaitu pengalihan laba oleh perusahaan multinasional dari yurisdiksi bertarif pajak tinggi ke yurisdiksi bertarif
rendah atau tanpa pajak (Delis ef al., 2025; Roggeman et al., 2025; Bernardo & Jansky, 2024). Praktik ini dilakukan melalui
berbagai mekanisme seperti manipulasi transfer pricing, penggunaan perusahaan cangkang, pengaturan pembiayaan internal, dan
pengalihan hak kekayaan intelektual (Teles et al., 2024; Litzman et al., 2023). Dalam perspektif agency theory, strategi tersebut
mencerminkan upaya manajemen perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak bagi pemegang saham, meskipun
tindakan tersebut dapat memperbesar risiko distorsi fiskal lintas negara (Sharaf et al., 2026; Putri et al., 2024; Demko et al., 2023).

Penerapan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen diharapkan dapat mengurangi insentif perusahaan untuk
melakukan profit shifting. Ketika laba perusahaan dikenakan pajak di bawah tingkat minimum, mekanisme seperti /ncome
Inclusion Rule memungkinkan negara tempat perusahaan induk berada untuk mengenakan pajak tambahan hingga mencapai tarif
efektif minimum yang telah disepakati (Blouin ef al., 2025; Lassmann ef al., 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Dengan demikian,
ruang bagi perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara menjadi semakin sempit (Harris &
Brien, 2025; Langenmayr & Liu, 2023). Literatur menempatkan GMT sebagai kelanjutan dari BEPS Project yang bertujuan
meningkatkan transparansi, memperkuat koordinasi antarnegara, dan membatasi praktik penghindaran pajak agresif (Martini et
al., 2025; Hemling ef al., 2022; Rossing & Pearson, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa GMT berpotensi menekan praktik BEPS karena kebijakan ini mengurangi
manfaat ekonomis dari pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah (Mansour, 2026; Alqatan et al., 2025; Pavlou et al., 2025).
Namun, efektivitas kebijakan ini tidak selalu seragam di berbagai negara karena dipengaruhi oleh kualitas regulasi domestik,
tingkat pengawasan otoritas pajak, dan karakteristik sistem ekonomi nasional (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024;
Ahmed, 2022). Negara dengan sistem perpajakan yang lebih transparan dan administrasi pajak yang lebih kuat cenderung
mengalami penurunan praktik profit shifting yang lebih signifikan dibandingkan negara yang kapasitas pengawasannya masih
lemah global (Cahyadini ef al., 2025; Johannesen, 2022).

Selain faktor regulasi, variasi hasil penelitian mengenai efektivitas GMT juga dipengaruhi oleh perbedaan data sampel dan
karakteristik perusahaan yang dianalisis. Studi yang menggunakan data perusahaan multinasional besar umumnya menunjukkan

OPEN‘:""‘_: ACCESS - 508 -


http://u.lipi.go.id/1515217341
http://u.lipi.go.id/1343620366

Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 14, No. 01, 2026, Page 501 — 514
https://jmp-unpak.id/index.php/jmp e-SSN: 2614-3313 ; p-ISSN: 2302-0296

Penerbit: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan

dampak kebijakan yang lebih jelas karena perusahaan tersebut merupakan pelaku utama dalam praktik perencanaan pajak lintas
negara (Andrejovska & Glova, 2025; Mitroulia et al., 2025). Sebaliknya, penelitian yang menggunakan sampel lintas sektor
dengan karakteristik lebih heterogen sering menghasilkan temuan yang lebih beragam, karena struktur industri dan skala
perusahaan mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan strategi penghindaran pajak (Hebous & Keen, 2023; Janeba &
Schjelderup, 2023).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa global minimum tax memiliki potensi signifikan dalam menekan praktik
BEPS dengan mengurangi insentif perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara (Buettner &
Poehnlein, 2024; Quadrini, 2024). Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi regulasi,
kualitas koordinasi antarotoritas pajak, dan kemampuan negara dalam mengawasi aktivitas ekonomi lintas yurisdiksi (Cahyadini
et al., 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Karena itu, efektivitas GMT perlu dipahami sebagai hasil interaksi
antara desain kebijakan global dan kapasitas implementasi nasional.

4. Dampak Global Minimum Tax Terhadap Penerimaan Pajak Global

Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa penerapan global minimum tax berpotensi meningkatkan penerimaan pajak
global dengan mengurangi kehilangan basis pajak akibat praktik penghindaran pajak lintas negara (Cahyadini et al., 2025;
Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Dengan adanya tarif minimum global, laba perusahaan multinasional yang
sebelumnya dikenakan pajak sangat rendah di yurisdiksi tertentu dapat dikenakan pajak tambahan hingga mencapai tingkat
minimum yang telah disepakati (Shimamoto, 2024; Janeba & Schjelderup, 2023). Dalam konteks ini, GMT dipandang sebagai
instrumen yang dapat memperbaiki distribusi hak pemajakan dan mengurangi erosi basis pajak domestik yang selama ini menekan
kapasitas penerimaan negara (Hebous & Keen, 2023; OECD, 2020).

Dalam perspektif agency theory, peningkatan penerimaan pajak tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme pengendalian
terhadap perilaku oportunistik perusahaan multinasional. Tanpa regulasi yang memadai, manajemen perusahaan sebagai agen
cenderung memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dan memaksimalkan
keuntungan setelah pajak (Sharaf et al., 2026; Putri et al., 2024; Demko ef al., 2023). Penerapan GMT bertujuan mengurangi
peluang tersebut sehingga distribusi kewajiban pajak menjadi lebih seimbang dalam sistem ekonomi global (Li & Cheng, 2024;
Kyove et al., 2021). Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak bukan hanya persoalan fiskal, tetapi juga bagian dari
pembenahan tata kelola perusahaan multinasional dalam konteks perpajakan internasional.

Meskipun demikian, dampak peningkatan penerimaan pajak global tidak selalu merata antarnegara. Literatur menunjukkan
bahwa negara tempat perusahaan induk multinasional berada cenderung memperoleh manfaat penerimaan pajak yang lebih besar
dibandingkan negara tempat aktivitas ekonomi berlangsung (Beljic et al., 2023; Glavaski ef al., 2023; Kempkes & Stahler, 2022).
Perbedaan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi global serta variasi kapasitas fiskal antarnegara dalam
memanfaatkan reformasi pajak internasional (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024). Oleh karena itu, diskusi mengenai
dampak GMT terhadap penerimaan pajak global juga erat berkaitan dengan isu keadilan distribusi manfaat fiskal antarnegara.

Selain itu, perbedaan regulasi domestik mempengaruhi besarnya dampak GMT terhadap penerimaan pajak nasional.
Negara dengan sistem perpajakan yang lebih transparan serta kapasitas administrasi yang kuat cenderung lebih mampu
mengoptimalkan penerimaan dari kebijakan tersebut (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022). Sebaliknya,
negara dengan administrasi pajak yang masih berkembang menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan
memajaki laba perusahaan multinasional secara efektif (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022). Variasi ini menunjukkan
bahwa potensi peningkatan penerimaan tidak hanya ditentukan oleh desain GMT, tetapi juga oleh kapasitas implementasi di
tingkat nasional.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa global minimum tax berpotensi memberikan kontribusi signifikan
terhadap peningkatan penerimaan pajak global melalui pengurangan praktik pengalihan laba (Mansour, 2026; Alqatan et al., 2025;
Pavlou et al., 2025). Namun distribusi manfaat fiskal dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan
kapasitas ekonomi, struktur perusahaan multinasional, dan kerangka regulasi perpajakan antarnegara (Andrejovska & Glova, 2025;
Mitroulia et al., 2025). Dengan demikian, pembahasan mengenai dampak GMT terhadap penerimaan pajak global perlu selalu
mempertimbangkan dimensi efektivitas sekaligus keadilan distribusional.

5. Kompleksitas Regulasi Global Minimum Tax

Implementasi global minimum tax melibatkan kerangka regulasi yang relatif kompleks dalam sistem perpajakan
internasional. Kebijakan ini tidak hanya menetapkan tarif pajak minimum global, tetapi juga mencakup berbagai mekanisme
teknis untuk memastikan bahwa laba perusahaan multinasional tetap dikenakan pajak minimum di berbagai yurisdiksi (Blouin et
al.,2025; Lassmann et al., 2025; Pieretti & Pulina, 2024). Kompleksitas tersebut muncul karena aturan global harus diintegrasikan
ke dalam sistem perpajakan domestik yang berbeda-beda, baik dari segi definisi basis pajak, struktur administrasi, maupun
kapasitas penegakan hukum (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022).

Beberapa mekanisme utama yang dibahas dalam literatur meliputi Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payments
Rule (UTPR), dan Subject to Tax Rule (STTR), yang dirancang untuk memastikan bahwa laba perusahaan yang dikenakan pajak
di bawabh tarif minimum dapat dikenakan pajak tambahan oleh yurisdiksi lain (Blouin ef al., 2025; Lassmann et al., 2025; Pieretti
& Pulina, 2024). Kerangka ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang bertujuan menutup celah penghindaran pajak lintas
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negara serta memberi perlindungan bagi negara sumber dalam memungut pajak atas transaksi tertentu (Pieretti & Pulina, 2024,
Langenmayr & Liu, 2023). Dari sudut pandang kebijakan, kompleksitas ini mencerminkan upaya untuk menjangkau berbagai
pola penghindaran pajak yang semakin canggih.

Dalam perspektif agency theory, kompleksitas regulasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi asimetri
informasi antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak. Perusahaan sebagai agen sering memiliki informasi lebih besar
mengenai struktur transaksi lintas negara, penempatan aset tidak berwujud, dan pengaturan pembiayaan internal dibandingkan
otoritas yang mengawasinya (Sharaf et al., 2026; Putri et al., 2024; Demko ef al., 2023). Oleh karena itu, aturan yang lebih rinci
diperlukan untuk meningkatkan transparansi, mempersempit ruang manipulasi, serta memastikan kewajiban pajak dilaporkan
secara lebih akurat (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024).

Namun demikian, perbedaan sistem hukum dan regulasi perpajakan antarnegara menyebabkan implementasi aturan GMT
tidak selalu seragam. Negara dengan sistem hukum yang berbeda harus menyesuaikan aturan global tersebut dengan kerangka
regulasi domestik masing-masing, sehingga proses harmonisasi kerap membutuhkan perubahan regulasi yang kompleks dan
koordinasi antarberbagai lembaga pemerintah (Greggi & Miotto, 2024; Saptono ef al., 2024). Bagi negara berkembang, proses
ini sering kali menjadi lebih menantang karena keterbatasan kapasitas teknis, sumber daya manusia, dan kesiapan kelembagaan
dalam menerjemahkan standar global ke dalam aturan domestik (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan sistem
perpajakan global yang lebih terkoordinasi dan lebih tahan terhadap praktik penghindaran pajak agresif (Maunoury &
Bouchacourt, 2025; Dyrda et al., 2024; Mpofu, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi GMT sangat bergantung pada
kejelasan pedoman teknis, kapasitas administrasi perpajakan, serta tingkat koordinasi antarnegara dalam menerapkan aturan pajak
minimum global (Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022; Kempkes & Stahler, 2022). Kompleksitas tersebut pada akhirnya
menjadi harga yang harus dibayar untuk membangun tata kelola pajak internasional yang lebih konsisten.

6. Tantangan Dalam Implementasi Global Minimum Tax

Selain kompleksitas regulasi, literatur juga menyoroti berbagai tantangan administrasi dalam implementasi Global
Minimum Tax. Penerapan kebijakan ini memerlukan kapasitas administrasi perpajakan yang memadai, termasuk kemampuan
untuk mengumpulkan data lintas yurisdiksi, menganalisis laporan keuangan perusahaan multinasional, serta menilai tarif pajak
efektif di berbagai negara operasi (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022).. Negara dengan sistem
administrasi pajak yang lebih maju umumnya memiliki kesiapan lebih tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini
dibandingkan negara berkembang yang kapasitas kelembagaannya masih terbatas (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Dalam perspektif agency theory, tantangan implementasi juga berkaitan dengan keterbatasan mekanisme pengawasan
terhadap perilaku perusahaan multinasional. Ketika sistem administrasi pajak tidak memiliki kapasitas yang cukup, perusahaan
sebagai agen memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi dan asimetri informasi dalam meminimalkan
kewajiban pajak mereka (Azenzoul et al., 2025; Bilicka et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas GMT sangat bergantung pada
kemampuan negara dalam memperkuat sistem pengawasan perpajakan, meningkatkan kualitas data, dan mengembangkan
koordinasi antarotoritas pajak di tingkat nasional maupun internasional (Cahyadini ef al., 2025; Johannesen, 2022).

Salah satu tantangan utama yang banyak diidentifikasi dalam literatur adalah kebutuhan akan pertukaran informasi
perpajakan lintas negara yang lebih intensif. Implementasi GMT menuntut transparansi data mengenai laba perusahaan
multinasional di berbagai yurisdiksi agar otoritas pajak dapat menilai apakah tarif minimum global telah terpenuhi (Martini et al.,
2025; Hemling et al., 2022; Rossing & Pearson, 2022). Tanpa koordinasi internasional yang memadai dalam pertukaran informasi
perpajakan, perusahaan multinasional masih dapat memanfaatkan celah informasi untuk melakukan penghindaran pajak secara
terselubung (Delis ef al., 2025; Roggeman et al., 2025; Bernardo & Jansky, 2024).

Perbedaan kapasitas institusional antarnegara juga mempengaruhi keberhasilan implementasi GMT. Negara maju
umumnya memiliki sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem administrasi pajak yang lebih kuat untuk mengelola
pelaporan lintas negara, sedangkan negara berkembang sering menghadapi keterbatasan dalam mengelola data perpajakan yang
kompleks (Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024; Ahmed, 2022). Selain itu, negara berkembang juga harus menyesuaikan
regulasi domestik mereka dengan standar perpajakan global yang baru, yang dapat menimbulkan beban transisi kebijakan dan
administrasi yang tidak kecil (Rachidi & Moudden, 2025; Nakatani, 2024).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa implementasi global minimum tax tidak hanya bergantung pada desain
kebijakan global, tetapi juga pada kesiapan institusional masing-masing negara dalam mengadaptasi aturan tersebut (Mansour,
2026; Algatan et al., 2025; Pavlou et al., 2025). Oleh karena itu, dukungan kerja sama internasional, penguatan kapasitas
administrasi pajak, peningkatan transparansi data, dan penyelarasan regulasi domestik menjadi faktor penting dalam memastikan
keberhasilan penerapan kebijakan pajak minimum global (Andrejovska & Glova, 2025; Mitroulia et al., 2025). Dengan kata lain,
tantangan implementasi GMT bersifat teknis, institusional, dan politis sekaligus.

7. Implikasi Praktis dan Teoritis Global Minimum Tax dari Perspektif Internasional

Berdasarkan sintesis literatur, global minimum tax (GMT) memiliki implikasi yang signifikan baik secara praktis maupun
teoritis dalam kajian perpajakan internasional. Dari sisi praktis, kebijakan ini memberikan arah baru bagi pemerintah dalam
merancang strategi perpajakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi. Dengan adanya
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tarif minimum global, negara tidak lagi memiliki fleksibilitas penuh untuk menurunkan tarif pajak secara agresif demi menarik
investasi asing, sehingga mendorong pergeseran dari tax competition menuju tax coordination (Beljic et al., 2023; Glavaski et al.,
2023). Selain itu, implementasi GMT juga menuntut peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, termasuk dalam hal
transparansi data, pertukaran informasi lintas negara, serta penguatan sistem pengawasan terhadap perusahaan multinasional
(Greggi & Miotto, 2024; Saptono et al., 2024).

Bagi perusahaan multinasional, implikasi praktis dari GMT terlihat pada perubahan signifikan dalam strategi bisnis dan
perencanaan pajak yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan korporasi. Dengan berkurangnya
peluang untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara, perusahaan cenderung mengalihkan fokus dari tax avoidance
menuju efisiensi operasional dan optimalisasi aktivitas ekonomi riil (Langenmayr & Liu, 2023; Buettner & Poehnlein, 2024). Hal
ini juga berdampak pada penentuan lokasi investasi, struktur perusahaan, serta pengelolaan aset tidak berwujud yang sebelumnya
sering digunakan sebagai instrumen profit shifting. Selain itu, GMT juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
perusahaan dalam pelaporan keuangan dan perpajakan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap praktik bisnis global
(Cahyadini et al., 2025; Johannesen, 2022).

Dari sisi teoritis, global minimum tax (GMT) memberikan kontribusi penting dalam pengembangan literatur perpajakan
internasional dengan memperluas relevansi berbagai teori yang telah ada. Dalam perspektif agency theory, kebijakan ini
memperkuat mekanisme pengendalian terhadap perilaku oportunistik manajemen dalam meminimalkan beban pajak perusahaan,
sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya (Sharaf et al., 2026; Putri
et al., 2024). Sementara itu, dalam kerangka fax competition theory, GMT menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari
kompetisi tarif pajak menuju koordinasi global yang lebih terstruktur dan terstandarisasi (Hebous & Keen, 2023; Janeba &
Schjelderup, 2023). Di sisi lain, institutional theory menjadi semakin relevan dalam menjelaskan bagaimana perbedaan kapasitas
kelembagaan dan sistem regulasi antarnegara mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini (Greggi & Miotto, 2024;
Ahmed, 2022). Selain itu, GMT juga membuka ruang pengembangan teori dalam konteks political economy dan global
governance, terutama dalam memahami distribusi kekuasaan fiskal dan manfaat ekonomi antarnegara, serta dinamika politik dan
negosiasi internasional dalam pembentukan aturan global yang bersifat mengikat (Fortea, 2025; Caetano ef al., 2022). Literatur
menunjukkan bahwa implementasi GMT dapat memunculkan ketegangan antara harmonisasi global dan kepentingan nasional,
khususnya bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, sehingga menjadikan GMT
sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, politik, dan institusional (Rachidi & Moudden, 2025;
Nakatani, 2024).

Secara keseluruhan, implikasi praktis dan teoritis dari global minimum tax menunjukkan bahwa kebijakan ini berperan
sebagai katalis dalam transformasi tata kelola perpajakan internasional menuju sistem yang lebih terkoordinasi dan transparan.
Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki mekanisme pemungutan pajak, tetapi juga mengubah perilaku negara dan perusahaan
dalam merespons dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu terus mengkaji
implementasi GMT secara komprehensif, baik melalui pendekatan empiris maupun konseptual, guna memahami dampak jangka
panjangnya terhadap stabilitas fiskal, investasi global, serta keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi antarnegara (Mansour,
2026; Alqatan et al., 2025; Pavlou et al., 2025).

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Systematic Literature Review (SLR) terhadap 60 artikel ilmiah yang membahas implementasi global
minimum tax (GMT), penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perpajakan global tersebut secara umum dipandang sebagai
langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan internasional dan membatasi praktik penghindaran pajak lintas negara
oleh perusahaan multinasional. Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak minimum global berpotensi
mengurangi insentif perusahaan untuk melakukan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah serta meningkatkan stabilitas
penerimaan pajak global. Ditinjau dari perspektif tata kelola pajak internasional, implementasi GMT mencerminkan
meningkatnya koordinasi kebijakan fiskal antarnegara dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Namun demikian,
beberapa penelitian juga menyoroti adanya tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan
koordinasi internasional, serta perbedaan kapasitas administrasi perpajakan antarnegara. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini
sangat bergantung pada konsistensi implementasi serta kesiapan institusional masing-masing negara.
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